Menimbang

Mengingat

BUPATI MERANGIN

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

PADA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian
intern yang efektif dan efisien di jajaran Pemerintah
Kabupaten Merangin, perlu melaksanakan pengelolaan
risiko;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemerintahan Kabupaten Merangin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27595);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 183) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MERANGIN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:
2.

10.

i

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Merangin.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah

Bupati adalah Bupati Merangin.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin.
Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten
Merangin adalah perangkat daerah yang merupakan aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung
kepada Bupati

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Merangin.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
daerah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
dan sasaran instansi pemerintah daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.

Pengelolaan risiko adalah proses yang proaktif dan berkelanjutan meliputi
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring
dan reviu risiko yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan
dengan tingkat risiko dan trennya.



14.

13,

16.

17,

18,

19.

20.

21.

22.

23:

24.

25.

26.

27.

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat
berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk
mengelola risiko di instansi.

Kerangka Manajemen Risiko adalah elemen atau perangkat organisasi yang
menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, pemantauan,
peninjauan dan perbaikan berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh
organisasi.

Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil
instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran vyang
dikehendaki.

Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi relatif nilai risiko yang
masih diperkenankan/diterima oleh Pemerintah Daerah setelah
dilakukannya tindakan pengendalian terhadap risiko dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi
yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang menggambarkan risiko-
risiko yang diperoleh sebagai hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu
unit kerja pada suatu waktu tertentu.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat
Daerah.

Reviu adalah penelaahan wulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah  sebelum
disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah.



28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB 11
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan
efisien;

b. mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah yang proaktif;

c. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan;

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya
organisasi;

e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan

g. Meningkatkan ketahanan organisasi

BAB 1II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan pada tingkat strategis
pemerintahan daerah, tingkat strategis perangkat daerah, dan pada
tingkatan kegiatan operasional perangkat daerah.

b. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

1. Pengembangan budaya sadar risiko;
2. Struktur pengelolaan risiko;
3. Penyelenggaraan pengelolaan risiko.

BAB IV
TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO
Bagian Pertama
Budaya Pengelolaan Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (b) angka 1 dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi
Pemerintah Daerah



(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh
tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;

b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan diseluruh tingkatan organisasi;

c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ayat (2), berupa:

a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan,;

b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;

c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

d. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan Risiko pada pemerintah Kabupaten

Merangin, terdapat struktur pengelolaan Risiko yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko Pemerintah;

c. Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan internal.

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan

pengelolaan Risiko pemerintah daerah, serta mengalokasikan sumber

daya yang tepat untuk membangun, memelihara, dan melakukan

perbaikan kerangka kerja manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara

berkesinambungan;

Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan

Risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berwenang mengordinasikan penerapan pengelolaan Risiko di Kabupaten

Merangin serta memberikan saran dan masukan terkait manajemen

Risiko Pemerintah Daerah kepada Bupati dan pemangku kepentingan;

Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ bertanggung jawab

melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan

Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Asisten Sekretaris Daerah atau sebutan lainnya sebagai unit kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta Inspektorat melalui

kegiatan pemeriksaan berbasis Risiko, melalui kegiatan pemeriksaan

berbasis Risiko, bertanggungjawab memastikan kepatuhan dan

mendukung kegiatan identifikasi sumber Risiko serta memberikan



(7)

(2)

rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko
di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;

Inspektur Kabupaten sebagai penanggung jawab pengawasan internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memastikan
kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi sumber Risiko serta
memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka kerja
manajemen risiko.

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko pada pemerintah

Kabupaten Merangin, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Kepala Daerah sebagai ketua,;

b. Kepala Bappeda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai
Koordinator merangkap anggota;

c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki
tugas:

a.

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah
yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;

Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq
Sekretaris Daerah.

Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah daerah
dalam melaksanakan proses penilaian risiko.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten;

b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Eselon Il

C.

Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja OPD Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah
daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis Risiko; dan



e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada
OPD masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II
pada OPD masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis OPD;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
program /kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB V
PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan manajemen risiko.
(2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu
Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pasal 11

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko
yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi pelaksanaan
manajemen risiko meliputi :

a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai
dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan;

b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia,
infrastruktur, dan standar operasional prosedur;

c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan,
pertanggung jawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta
sasaran yang telah ditetapkan; dan

d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat
pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan
berikutnya.



Pasal 12

(1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a, meliputi :
a. Penetapan Risiko yang terkait dengan tujuan dan sasaran dan strategi

Pemerintah Daerah dan setiap jenjang organisasi perangkat daerah yang
didasarkan atas hasil analisis terhadap risiko yang melekat pada setiap
tahapan proses dan layanan serta transaksi yang telah dan akan
dilakukan sesuai dengan Kkarakteristik dan kompleksitas kegiatan
pemerintahan daerah; dan

upaya menjamin seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat
program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar
risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan

(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang
dikelola maupun yang ditransfer.

Pasal 13

(1) Kriteria risiko yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
paling sedikit meliputi hal :

a.

memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah
ditetapkan untuk dikelola sesuai dengan toleransi dan selera risiko
Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;

mendapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi
dan/atau kontrak; dan

Pemerintah Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi
bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem
yang ada.

(2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
2 paling sedikit meliputi :

a.

b.

risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan
risiko pemerintah daerah; dan

pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk
membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu
Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko yaitu:



a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
b. proses penilaian risiko; dan
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi
dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko

Paragraf Kedua
Proses Manajemen Risiko

Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan efisien,
dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan
terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
indikator kinerja utama.

Pasal 16
Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi .
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
b. penetapan tujuan;

c. identifikasi risiko;
d. analisis risiko;
e. evaluasi risiko;
f. penanganan risiko; dan
g. pemantauan dan reviu risiko
Pasal 17
(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya
Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada
tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan cara
mengidentifikasi  kelemahan-kelemahan  dalam  setiap sub unsur
lingkungan pengendalian intern.

Pasal 18

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b,
dilakukan dalam proses perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen
perencanaan strategis.



(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan :

a. lingkungan internal dan eksternal;

b. tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan
dengan mengidentifikasi risiko Pemerintah Daerah dan risiko Perangkat Daerah
dengan tahapan meliputi:

a.

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk
memperkecil risiko.

Penilaian risiko dilakukan atas :

1. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

2. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan

3. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah /unit kerja.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan
dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya
RPJMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan
dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah
diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat
Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 20

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hurul d, dilakukan

dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.

(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak.

(3) Tahapan pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan :

a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan
tingkat kedalaman analisis risiko yarg dilakukan;

b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;



c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme
pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya
(likelihood) suatu risiko dan dampaknya;

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko dan ;

f. melakukan analisis terhadap peta risiko.

(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(4)

berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif dan/atau analisis kuantitatif
kemungkinan terjadinya dan dampak.

Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode
skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang
telah ditetapkan.

Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
dengan mempertimbangkan selera risiko, toleransi risiko dan kriteria risiko
sebagaimana terlampir.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dirumuskan
dengan ditandai warna, sebagai berikut:

risiko sangat rendah warna hijau.

risiko rendah warna biru.

risiko sedang warna kuning.

risiko tinggi warna jingga.

risiko sangat tinggi warna merah.

o a0 o P

Pasal 21

Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan .

a. hasil identilikasi dan Analisis Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

b. hasil identilikasi dan Analisis Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan

c. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat pemilik Risiko Kegiatan.
Matrik hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran [ dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Matrik hasil analisis terhadap peta risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 22

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e, dilakukan

untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan

penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan .

a. menetapkan hal yang menjadi perlimbangan dalam melakukan evaluasi
risiko; dan

b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi .

a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

b. prioritas penanganan risiko; dan

c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 23

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi risiko.

Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berurutan sesuai dengan peringkat risiko, berisi urutan prioritas risiko dan
daftar risiko.

Peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 24

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f,
dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang
tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada
penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menentukan jenis pillhan penanganan risiko
berdasarkan hasil penilaian risiko.

Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Rencana Tindak Pengendalian, berisi rincian penanganan untuk
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas.

Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisaikan dari
peraturan Bupati ini
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Pasal 25

Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf

g, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah

dilaksanakan sesuai rencana dan/atau ketentuan.

Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi .

a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara
membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;

b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko
berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan
bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di
dalam lingkungan kerja; dan

c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Hasil pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi pemantauan terhadap pelaksanaan atau realisasi penanganan risiko.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai

dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 1II), Kepala

Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

(Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh

Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh

Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko

meliputi:

a. audit;

b. reviu;

Cc. pemantauan;

d. evaluasi; dan

e. pengawasan lainnya
BAB VI

PELAPORAN

Pasal 26

Setiap Perangkat Daerah membuat laporan pelaksanaan manajemen
risiko.

Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :

a.laporan identifikasi dan analisis risiko;

b.laporan penanganan risiko; dan

c. laporan hasil pemantauan risiko.



Pasal 27

Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Merangin.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin .

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 8 Nopember 2021

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 8 Nopember 2021 2021
«——SEKRETARIS-DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

N
FAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021 NOMOR
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR: 34 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pasal 13 telah mewajibkan
Pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan penilaian risiko di
instansinya masing-masing, yang terdiri dari kegiatan mengindentifikasi
risiko dan kegiatan menganalisis risiko. Berdasarkan PP SPIP tersebut,
penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan yang ditetapkan oleh Instansi
Pemerintah.

Dalam rangka penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah Daerah
diperlukan pedoman untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko
organisasi yang harus dikelola seluruh lini organisasi dengan menetapkan
langkah-langkah pengendalian risiko sampai pada tingkat yang dapat
diterima, termasuk tindakan yang diperlukan di tingkat pimpinan
instansi pemerintah daerah tertinggi untuk memastikan tercapainya

sasaran Pemerintah Daerah.
2. Maksud Dan Tujuan Panduan

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko
ini adalah untuk memberikan acuan dan panduan bagi Pemerintah
Kabupaten Merangin dalam menerapkan kerangka manajemen risiko
yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui
organisasi yang terstruktur serta serangkaian prosedur dan metodologi
untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sehingga diperoleh Daftar
Risiko, Peta Risiko, Mitigasi Risiko dan Pemantauan risiko serta
melaporkan risiko-risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul

dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.



3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pedoman ini hanya berlaku di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Merangin, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mencakup budaya, struktur, dan proses manajemen risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang tidak terbatas
pada pemetaan Risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah dan unit
kerja, kegiatan analisis risiko dan evaluasi risiko serta Rencana

Tindak Pengendalian.

b. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Pemerintah Kabupaten
Merangin bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan
dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam
dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh
Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit
Pemilik Risiko Tingkat Satker di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

c. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang
tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).
Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing
Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan
4.

d. Pengelolaan Risiko Operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama
OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD,
seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin atau KUA PPAS), dan Rencana
Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan
operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan
OPD bersama jajarannya, dibantu Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon

Tingkat Eselon 3 dan 4.

4. PENGERTIAN UMUM
Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai
risiko sesuai dengan disiplin keilmuan dan lingkup keahliannya. Risiko
memiliki keterkaitan dengan ketidakpastian. Berikut ini merupakan

definisi manajemen risiko dari berbagai sumber:
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a. Manajemen Risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur
ketidakpastian (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).

b. Manajemen risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan
menuju pengelolaan potensi peluang dan akibat secara efektif (Menurut
AS/NZS).

c. Manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang
dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi
terkait dengan risiko yang dihadapinya (Menurut ISO 31000).

d. Manajemen risiko adalah proses yang dijalankan oleh Dewan Pengawas
Manajemen (Dewan Direksi), manajemen dan personel lain dalam
entitas, diterapkan pada pembentukan strategi dan pada seluruh
bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian
potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko
selaras dengan selera risiko entitas, untuk menyediakan jaminan yang
wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas (Menurut ERM COSO).

e. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan
yang cepat berubah, mengembangkan good -corporate/government
governance, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis,
mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan
mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen
puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya

pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KERANGKA KERJA PENGELOLAAN RISIKO

Kerangka kerja manajemen risiko Pemerintah Daerah merupakan
seperangkat komponen yang menjadi dasar dan tata kelola seluruh kegiatan
manejemen risiko organisasi. Kerangka Manajemen Risiko adalah elemen
atau perangkat organisasi yang diberi mandat dan komitmen untuk
menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, pemantauan,
peninjauan dan perbaikan berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh
organisasi.

Kerangka kerja manajemen risiko Pemerintah Daerah memastikan informasi risiko
yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari hasil proses manajemen risiko akan
dilaporkan dan digunakan sebagai salah satu rekomendasi dalam pengambilan
keputusan untuk mencapai tujuan dan sasaran organiasi. Kerangka kerja ini
ditujukan untuk membantu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam

keseluruhan sistem menajemen Pemerintah Daerah.
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1. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko memiliki 11 prinsip sebagai berikut:

1) Menciptakan dan melindungi nilai: manajemen risiko berkontribusi
terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan, antara lain,
kesehatan dan keselamatan manusia, kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan, penerimaan publik, perlindungan lingkungan, kinerja
keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi, serta tata kelola dan
reputasi Pemerintahan daerah.

2) Bagian integral proses dalam organisasi: manajemen risiko adalah
bagian tanggung jawab manajemen dan merupakan suatu bagian
integral dalam proses normal organisasi seperti juga merupakan bagian
dari seluruh proses proyek dan manajemen perubahan. Manajemen
risiko bukanlah merupakan aktivitas yang berdiri sendiri yang terpisah
dari aktivitas-aktivitas utama dan proses dalam organisasi.

3) Bagian dari pengambilan keputusan organisasi: manajemen
risiko membantu pengambil keputusan mengambil keputusan dengan
informasi yang cukup, menyusun pilihan-pilihan terinformasi,
membantu dalam memprioritaskan tindakan. Pada akhirnya,
manajemen risiko dapat membantu memutuskan apakah suatu risiko
dapat diterima atau apakah suatu penanganan risiko telah memadai
dan efektif.

4) Secara eksplisit menangani ketidakpastian: manajemen risiko
menangani  aspek-aspek  ketidakpastian dalam = pengambilan
keputusan, dan bagaimana menanganinya.

5) Bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu: manajemen
risiko memiliki kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten,
dapat dibandingkan, serta memberikan hasil yang dapat diandalkan.

6) Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia: input bagi proses
mengelola risiko berdasarkan pada sumber informasi seperti
pengalaman, umpan balik, pengamatan, prakiraan, dan pertimbangan
pakar. Meskipun demikian, pengambil keputusan harus terinformasi
dan harus mempertimbangkan segala keterbatasan data atau model
yang digunakan atau kemungkinan perbedaan pendapat antar pakar.

7) Dibuat sesuai kebutuhan: manajemen risiko diselaraskan dengan
konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risiko.

8) Memperhitungkan faktor manusia dan budaya: manajemen risiko

organisasi mengakui kapabilitas, persepsi, dan tujuan pihak- pihak
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eksternal dan internal yang dapat mendukung atau malah
menghambat pencapaian tujuan organisasi.
9) Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif:
Pelibatan para pemangku kepentingan, terutama pengambil
keputusan, dengan sesuai dan tepat waktu pada semua tingkatan
organisasi, memastikan manajemen risiko tetap relevan dan mengikuti
perkembangan. Pelibatan ini juga memungkinkan pemangku
kepentingan untuk cukup terwakili dan diperhitungkan sudut
pandangnya dalam menentukan kriteria risiko.
10) Manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif
terhadap perubahan.
Seiring dengan timbulnya peristiwa internal dan eksternal, perubahan
konteks dan pengetahuan, serta diterapkannya pemantauan dan
peninjauan, risiko-risiko baru bermunculan, sedangkan yang ada bisa
berubah atau hilang. Karenanya, suatu organisasi harus memastikan
bahwa manajemen risiko terus menerus memantau dan menanggapi
perubahan.
11) Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan
berkelanjutan organisasi.
Organisasi harus mengembangkan dan mengimplementasikan
strategi untuk memperbaiki kematangan manajemen risiko mereka

bersama aspek-aspek lain dalam organisasi mereka.

. KEBIUAKAN PENGELOLAAN RISIKO
Pemahaman dan pengamalan prinsip manajemen risiko harus diinisiasi,
didorong, dan diarahkan oleh pimpinan melalui sebuah kebijakan sebagai

upaya membangun komitmen insan organisasi untuk menerapkannya.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan
pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan
pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost
and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur
pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan
secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun
kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan
pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem
pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk
membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern

yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan
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Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan

dalam Peraturan Bupati ini.

Bupati memiliki komitmen yang kuat dan berkelanjutan dalam
menerapkan manajemen risiko Pemerintah Daerah yang terintegrasi
secara efektif. Penerapan menejemen risiko Pemerintah Kabupaten
Merangin yang baik akan menunjang pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah

Daerah yang baik dan akan meningkatkan nilai organisasi.

Kepala Daerah mendukung sepenuhnya kebijakan manajemen risiko
Pemerintah Daerah dan manajemen risiko di seluruh organisasi
perangkat daerah dan unit kerja, serta berkomitmen untuk
mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun,
memelihara, dan melakukan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko

Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.

. Perencanaan Kerangka Manajemen risiko

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pemahaman
mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen
risiko, menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan
manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya
manajemen risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi intern dan
eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka

dilakukan penerapan proses manajemen risiko.

Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang
mamadai untuk penerapan manajemen risiko Pemerintahan Daerah
seperti sumber daya manusia yang berpengalaman, ketrampilan dan
pengetahuan yang dipelihara serta ditingkatkan secara berkala, sumber
daya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen risiko, bisnis
proses dan prosedur terdokumentasi serta sistem informasi dan sistem

manajemen pengetahuan (knowledge management system).

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di

lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

A. Konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah daerah

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat
Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat

Daerah.
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1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati
bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku
UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat

Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat

Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat
Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti:
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko
strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR
Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah
dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala
Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis
pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian

yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.
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B.Penetapan Struktur Analisis Risiko.

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek

pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang
berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-
undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan
gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal
misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia
yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan
prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

(Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 tahun 2008).

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau
akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang

menghambat pencapaian tujuan terjadi.

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui
pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan

pencapaian tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis
atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun
tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon
penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3

komponen, yaitu:
1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak
risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan

sebagai berikut:



Katagori Dampak Skor Uraian
Sangat Signifikan S Pengaruh terhadap pencapaian
/Sangat Besar tujuan/sasaran sangat signifikan
Signifikan /Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan/sasaran tinggi/signifikan
Sedang/Medium 3 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan/sasaran sedang
Kurang 2 Pengaruh terhadap pencapaian
Signifikan/ Kecil tujuan/sasaran rendah, kurang
signifikan
Tidak Signifikan/ 1 Pengaruh terhadap pencapaian
Sangat Kecil tujuan/sasaran tidak signifikan
Kategori
Dampak . .
Keuangan | Operasional | Reputasi Hukum
Kerugian Kegiatan Isu negatif Pelanggaran
Sangat sangat besar terhenti, dan tersebar serius,
b S tujuan tidak luas di terkena
esar tercapai banyak pidana/
media perdata
Kegiatan Isu negatif Pelanggaran
Sangat dan tersebar | Serius, sanksi
B r 4 Kerugian Terhambat, di beberapa Administrasi
esa Besar Kurang Efektif media
Nasional/
local
Kerugian Kegiatan Negatif dan Pelanggaran
Sedang 3 cukup besar terhambat, ada biasa, sanksi
kurang efisien | pemberitaan tertulis
Kerugian Ada Ada Pelanggaran
kecil, tidak hambatan, pemberitaan biasa, sanksi
Kecil 2 material dan dapat negatif, teguran
ditangani namun tidak
material
Kerugian Ada Pemberitaan Pelanggaran
S kecil sekali hambatan, negatif, biasa, sanksi
angat . . .
) 1 dan sangat | dan tertangani | namun tidak lisan
kecil tidak signifikan
material

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk

menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya

risiko.

Sebagai

contoh

kategori

diilustrasikan sebagai berikut:

probabilitas

risiko

dapat
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Kriteria Pengukuran

Skala Kriteria Peluang Penjelasan
Kemungkinan
1 Sangat Rendah 0% <X<20% | Risiko mungkin terjadi
g hanya pada kondisi
(Jarang Terjadi) tidak normal.
Probabilitas terjadinya
di bawah 20%
2 Rendah 20%<X<40% | Risiko mungkin terjadi
(Kecil pada beberapa waktu.
Probabilitas terjadinya
Kemungkinan) di atas 20% sampai
dengan 40%
3 Sedang 40%<X<60% | Risiko mungkin terjadi
. g pada beberapa waktu.
(Mungkin Terjadi) Probabilitas terjadinya
di atas 40% sampai
dengan 60%
4 Tinggi 40%<X<60% | Risiko akan mungkin
. . terjadi pada banyak
(Mungkin  Sekali keadaan. Probabilitas
Terjadi) terjadinya di atas 60%
sampai dengan 80%
5 Sangat Tinggi X>80% Risiko dapat terjadi
. . pada banyak keadaan.
(Hampir Pasti Probabilitas terjadinya
Terjadi) di atas 80% sampai
dengan 100%
Skala Kriteria Kejadian Tunggal Kejadian
Kemungkinan Berulang
1 Sangat Risiko mungkin terjadi | Kemungkinan
Rendah hanya pada kondisi tidak ’{grjadi dla;g
(Jarang normal. Probabilitas | Tahun
Terjadi) terjadinya di bawah 20%
2 Rendah Risiko mungkin terjadi | Kemungkinan
. Terjadi dalam
(Kecil pada beberapa waktu. 5_10 Tahun
Kemungkinan) | Probabilitas terjadinya di
atas 20% sampai dengan
40%
3 Sedang Risiko mungkin terjadi | Kemungkinan
. Terjadi dalam
(Mungkin pada beberapa waktu. 1 — 5 Tahun
Terjadi) Probabilitas terjadinya di
atas 40% sampai dengan
60%
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4 Tinggi Risiko akan mungkin | Kemungkinan
. N Terjadi 1 kali
(Mungkin terjadi pada  banyak dalam 1
Sekali Terjadi) | keadaan. Probabilitas | Tahun
terjadinya diatas 60%-
80%
S Sangat Tinggi | Risiko dapat terjadi pada | Kemungkinan
. . Terjadi
(Hampir Pasti | banyak keadaan. beberapa kali
Terjadi) Probabilitas terjadinya di | dalam 1
atas 80% s.d100% Tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian

skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan

untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai

dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat

diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut :

No. | Program/ |Uraian| Skor Skor Skala
Kegiatan Risiko | Dampak | Kemungkinan Nilai
1. - - 3,4 2,3 7,8
Kriteria Skala Nilai Risiko
Skala
Nilai Kategori Penerimaan Tindakan
Risiko Risiko

5,01 - 10

Sedang

Diperlukan

pengendalian
yang lebih baik

Disarankan diambil
Tindakan jika tersedia
Sumberdaya
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Jika menggunakan skala 5, maka kriteria yang digunakan untuk
menentukan Tingkat risiko (risiko rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi)
dan apakah dapat diterima (acceptable) atau perlu dilakukan penanganan

risiko sebagai berikut:

Contoh:
SKOR TINGKAT URAIAN
RISIKO
<2,5 Sangat | Dapat diterima, tidak diperlukan tindakan
Rendah
penanganan

5,01 - 10 | Sedang | Tidak diterima, diperlukan tindakan tindakan

pengelolaan, jika ada termasuk tersedianya

sumber daya

Kriteria Evaluasi Risiko

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/
unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala
dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang

telah ditentukan.

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan
penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera
risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di
atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area
yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas
yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi
prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah

(hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

Kriteria risiko ini akan digunakan dalam tahap analisis dan evaluasi risiko
untuk memeringkat risiko dan menentukan apakah risiko tersebut dapat
diterima atau memerlukan perlakuan lebih lanjut. Output dari evaluasi

risiko adalah prioritas risiko yang dapat digambarkan dalam Peta Risiko.
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Contoh Peta Risiko

5
<
E
M
U
N 3
G
K
|
N
A 2
N
1
(0] 1 2 3 4 5
DAMPAK
Keterangan wama:
- Sangat Tinggi Moderat
Tinggi Rendah - Sangat Rendah

Penanganan Risiko

Proses penanganan risiko di Pemerintah Kabupaten Merangin tidak terlepas

dari ketentuan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya mengenai

Tingkat Risiko yang dapat diterima. Terdapat 4 kategori penanganan risiko

yang akan dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Merangin yaitu:

1. TERIMA : Eksposure risiko = Selera risiko (menerima biaya/akibat
apabila Risiko terjadi)

2. ALIHKAN : Mengalihkan eksposur risiko kepada pihak lain (eksternal
/ internal)

3. KURANGI : Mengurangi eksposur kemungkinan atau dampak
(eksternal/internal)

4. HINDARI : Menghindari eksposur risiko dengan cara tidak melakukan/

menghentikan aktivitas dimana risiko melekat.

D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah

sebagai berikut:
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Tahapan

Mongjemen

-14 -

Takia paan

Pengalolaan

Polaksono

Dutput Tahapan
Pongeloss Rision

1 Froaes penssd
radi RFLPAD Sabe
tahup sebedum
KPJME 4 fbrmn
Erear jea b A B IN
dhesaphan)

2 Frosss ponyusunan
Rersin GFD Sl
gihiin maks=luim
RPJkAS: & sablrdn
Eead pakan 50 REMND
ol beapkan

3 Sanuer — ki
Tahur ZO0E-1

4 Agushus-SEplane
ey 201

5] Ctabeer Tahun
o ]

£ Meoverber —
Dssamibar Taman
HE-7

Januce sd
¥ DesommerTawan
2oy

Barkaka
{Tekeukanzn)

- Juli Takiey 200

Pomda

Proses panyasunan
RP-IRAT:

Frosss ponyasunon
Reneto GF

Pemasunan REPS
oan Renyo GRD

Paiyisiron REh
CPD (Panatopan
rerecand sasanan &
PRI SrOgunan onr
ey

Famasuror RAFED,
Panda &PEG

PomasLnan
Reorangor DFS OFD,
wan genetozen DR
B

Pakisonasn APRD

Puﬂ:.lliﬂ_l'ltrﬂ KLl
LR b
Eon .IIEWM

zreh
|'??$"l"é

Risika

arahon dan keblason
perilalanriska S
banor

Prmayssanar ek
Shilaigs Parn

Pammasanch Riska
Flraterge | Erobasl
[P

arahon dan kekiacen
perikan risko
lrvanae

Panyusunan Riska
Cpcrasiorol oD
Pangkomuriiosian
Bk char BTP

PanyUSURLEn oAl
Rowizd KEQP
Pasgbormurikems
erabod an KEOP

Femsanon ooau
Py EMOUmaan
KE0F L Tinchk ot
BIF]

(LR TSR FH R

Pooporan dar
rrankanng rsissdon
E50F

Scrnontausn Mnefo.
Tralen, dor afeakl i rcr
EXLH pi ey g

Bostadan pomidekn-
:m:.llhi-:g_u*qngu?

Kamite pongabioan
Rizixo

- Eebda selaky
LI=R Parmoka (Kepaio
e ckan Kagkn
CPLYERPD]

- Komez pengelakaan
ruko

= Sekik snkak:
Ko rdinalc

. U“TI'IHEI-C-JI:EI.I_"E
(Kepoio GPOVSERD
i ety En ki
L]

Karribe Pangalaioan
Rlifa
- Kapakl OFD
Unk Ferrlk Rislkn
Trgiot 52,4 CFD
- Kipai (F D
- Komiz Fangelclaon
Rizka

LISH Tingkarl Pacniia
[N EEEE B E R
o 4
- Sokdo solaku
toond rator

- Komita Fangelchacn
Riilca

= PR Tingkat Penica,
Trguet Esmlon 53 24
rion S

= Keamiiea Pacips ki
Rais

- Kepaa CFD

= Felakzano Frogram
G pspkatn

= LPR Thrg ben Parnc,
Tireglot Exckan 1

oan
& Tiroysok Exelon o)
den A

= Lliit fepraiub e

- Sakdre selabu
boordinabor

Jrit Kepatuncn
Parigslnlann Sxka

Dobumen aranan
oan koelaan
pcrilakan riska 5
Tahuran

- Dfear REko dan
BTF SinnAgis
Pancka

Dl S ko von 5T
Sirategis (Erblos)
oPD

[acidureen Archan dan
bebajuakan panisisr
nEED mhunen

Daattar risiea dor TR
Dperasiona 950

Farbeaisar B
[l
Hearludan San gkl
rikggon

- Arolises Dottor
rebo dan RTP

K&k
uksi pelaksanon
ES0=

- P boitai
Bk
Fegry kiorilacig) L
RTF

Mzbiden ropat

1 I;Illlﬂ'l rH'l'I:II'I
raucr [ ioran,
reahinney =
rahuron;

nﬂ:\qr Feia dar BTP

I‘-;&E.Wl:ﬁu

Fagruorl — Moek
Tekvan 201x+1)

g‘_;@ur*‘.-ﬁvﬁ v el

T P
|"|1I?|‘ r;m-mi-
et

| P

i abigd
Tz bes Tl ..'.l:llif

ExvIbatal prar ks kd
reia bGP E

Frid s Fdaboeilos
=FF

e CFD

= L Trngkat
Pamedn, Tingem
Ezghan1dan 2,
Tirggknl
Escban = don &
Lvk gt plwn

- Bobdo socaku
ol realar

= Ingpaknanar (aAp
Daerah)

- Eapak: Baacah

- Empala GFO
Inspaknarar (AR
e1ercib

Lo Bl e
Pangekaloor 2ieka

Laporon Penigior
REalLLas SAP




-15-

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan
Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan
dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau

PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat.

Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6)
yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/kota melakukan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang didanai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi
risiko menyatakan bahwa:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah —menggunakan metodologi
identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan
tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi
Pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. Penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat
Daerah, terutama enilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada
pimpinan tingkat menengah;

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
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BAB III PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

1. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai
berikut:
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Berdasarkan struktur tersebut, fungsi first line of defense diperankan oleh

pemilik risiko dan unit pengelola risiko. Lalu fungsi second line of defense

diperankan oleh Unit Kepatuhan Risiko dan Komite Manajemen Risiko

sedangkan fungsi third line of defense diperankan oleh pengawas internal

atau Inspektur. Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

First Line of Defense

1.

Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah

kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam  kapasitasnya  sebagai kepala  daerah, Bupati juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada
Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko

Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

Kepala Daerah berkomitmen untuk:
a. Memastikan manajemen risiko menjadi bagian integral proses bisnis
pemerintah daerah dan menjadi salah satu dasar pengambil

keputusan.
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b. Mengimplementasikan manajemen risiko secara holistis dan terpadu
sesuai dengan prinsip tata kelola untuk menciptakan nilai bagi setiap
pemangku kepentingan dan mencapai tujuan dan sasaran
Pemerintah Daerah.

c. Menggunakan pemantauan kejadian rlsiko, evaluasi penanganan
risiko, dan hasil asessmen maturitas manajemen risiko untuk
perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan manajemen risiko.

d. Mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi
praktik manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Merangin.
Komitmen penyediaan sumber daya manusia untuk proses
manajemen risiko dilaksanakan dengan cara:

1) Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang
jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
Kualifikasi SDM tersebut dijabarkan dalam dokumen SDM
Pemerintah Daerah.

2) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di
Pemerintah Daerah dan memastikan SDM dimaksud memahami
tugas dan tanggungjawabnya, baik untuk Unit Pemilik Risiko
(OPD), Komite Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko.

3) Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan
dan personil satuan kerja perangkat daerah, Komite Manajemen
Risiko dan Inspektorat.

4) Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-
masing Satuan Kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan
kompleksitas kegiatan Pemerintah Daerah.

5) Memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada
masing-masing Satuan Kerja tersebut memiliki pemahaman
mengenai Risiko yang melekat pada setiap program dan aktivitas
Pemerintah Daerah, Kemampuan mengkomunikasi implikasi-
implikasi eksposure Risiko tersebut kepada Kepala Daerah dan
Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu;

Penetapan Toleransi Risiko

Bupati menetapkan selera dan toleransi risiko guna memberikan
kejelasan informasi kepada pemangku kepentingan Pemerintah
Daerah mengenai sikap Pemerintah Daerah terhadap risiko. Sikap
tersebut menjadi gambaran batasan kesediaan Pemerintah Daerah

dalam menanggung risiko demi pencapaian sasaran atau tujuan
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yang ingin diraih. Selera dan toleransi risiko Pemerintah Daerah
ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berkala atau sesuai
kebutuhan.

Selera Risiko adalah sebuah pernyataan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi informasi kepada
pemangku kepentingan Pemerintah Daerah mengenai jenis/tingkat
risiko yang dapat diterima organisasi dalam meraih tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Pernyataan atas tingkat risiko yang akan diambil Pemerintahan
Daerah adalah sebagai berikut:

“Dalam upaya meraih visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten
Merangin memilih risiko dengan tingkat “rendah” terhadap
perspektif pemangku kepentingan, perspektif financial, perspektif
proses internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.”
Toleransi risiko adalah suatu pernyataan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berisi informasi kepada para
pemangku kepentingan Pemerintah Daerah mengenai batasan nilai
risiko yang masih diperkenankan untuk dikelola oleh Pemerintah
Daerah dalam meraih sasaran organisasi.

Toleransi risiko Pemerintah Daerah secara berkala (setiap tahun
atau sesuai kebutuhan) dikaji kesesuaiannya dengan
perkembangan atau perubahan konteks internal/eksternal
Pemerintahan daerah serta diperbaharui atas persetujuan Kepala
Daerah.

Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah

Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris

Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan

antara lain:

a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan
risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;

d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan

Koordinator Pengelola Risiko memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:
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1. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan penilaian
risiko di wilayah kerjanya.
2. Memfasilitasi kegiatan manajemen risiko sebagai perwakilan

dari Unit Manajemen Risiko.

3. Membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagai
Pemerintah Daerah wuntuk disampaikan secara berkala

(periodik) kepada Pejabat Komite Manajemen Risiko.

4. Memberikan informasi yang dianggap penting terkait
pelaksanaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah di

lingkungan kerjanya kepada Pejabat Komite Manajemen Risiko.

5. Melakukan penilaian profil di entitas masing-masing untuk

dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.
. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit organisasi yang bertanggung
jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

a. UPR Pemilik risiko tingkat pemerintah daerah:
Bupati : Penanggungjawab
Sekretaris Daerah : Koordinator Pengelola Risiko
Bappeda atau unit kerja lain
Yang menangani Perencanaan : Koordinator Teknis

Ketua : Kepala Bagian/Kepala Bidang
yang menangani perencanaan

pada Pemerintah Daerah

Anggota : Seluruh Kepala Perangkat
Daerah
Asisten Sekretaris Daerah : Unit Kepatuhan
b. UPR Pemilik risiko tingkat eselon II:
Kepala SKPD : Ketua Pemilik Risiko OPD

Sekretaris Dinas : Pengelola Risiko OPD
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c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV:

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Koordinator : Kepala Sub Bagian/ Sub

Teknis Bidang/Seksi/Pegawai/ Staf yang

merangkap ditunjuk untuk menangani

anggota perencanaan

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/
Sub Bidang/Seksi pada
Bagian/Bidang yang

Tanggung Jawab pemilik risiko adalah:

1.

Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas
risiko tingkat strategis dan/atau tingkat aktivitas, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-
masing.

Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.

Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini
(early warning indicator) dan sebagai database untuk
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

Melakukan  monitoring dan  pengendalian  terhadap

pelaksanaan pengendalian.

Pengelola Risiko Unit Kerja memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

1.

Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan penilaian

risiko di Satker/OPD/SKPD.

Memfasilitasi kegiatan manajemen risiko sebagai perwakilan

dari Unit Manajemen Risiko.
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3. Membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagai Unit
Pemilik Risiko OPD/SKPD untuk disampaikan secara berkala
(periodik) kepada Koordinator Pengelola Risiko.

4. Memberikan informasi yang dianggap penting terkait
pelaksanaan manajemen Risiko Unit Kerja di lingkungan

kerjanya kepada Pejabat Komite Manajemen Risiko.

5. Melakukan penilaian profil di entitas masing-masing untuk

dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

Second Line of Defense

1. Pejabat Unit Kepatuhan

Pejabat Unit Kepatuhan yang mengambil peranan second line of
defense dalam struktur manajemen risiko Pemerintah Daerah
disebut dengan istilah Unit Kepatuhan Risiko. Unit Kepatuhan
Risiko di lingkup Pemerintah Daerah adalah Asisten Sekretaris
Daerah  melaksanakan pemantauan atas Implementasi

Manajemen Risiko Entitas.
Tanggung jawab Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko

1. Memastikan bahwa kebijakan Manajemen Risiko di
Pemerintah Daerah diterapkan secara efektif
2. Memastikan objektivitas dan konsistensi proses identifikasi
dan pengukuran risiko
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan assurance
risiko
Kegiatan Unit kepatuhan Pengelola Risiko Tingkat Entitas adalah
melaksanakan pemantauan atas Implementasi Manajemen Risiko
Tingkat Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Maturitas
Penerapan Manajemen Risiko.
2. Pembinaan terhadap pengelolaan risiko yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan pengelolaan risiko
3. Pemantauan proses penilaian risiko (identifikasi dan analisis
risiko)
4. Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak
pengendalian

5. Pemantauan tindak lanjut hasil audit pengelolaan risiko
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Pelaporan kepada pemilik risiko entitas.

Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi
perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh unit pemilik
risiko.

Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan

pemantauan pengelolaan risiko.

2. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah

daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan

Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

1.

Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur

normal;

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah,;

Membuat laporan triwulanan, semesteran dan tahunan
kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan

kepada Kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

1)
2)

3)

Bupati sebagai Ketua;
Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator
merangkap anggota;

Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko dapat

membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
Third Line of Defense

Inspektorat Kabupaten Merangin selaku unit pengawasan internal

pemerintah daerah yang mengambil peran third line of defense

dalam tataran struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Inspektur bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan

kepada Kepala Daerah dengan tingkat independensi dan

objektivitas tertinggi di internal Pemerintah Daerah.
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Inspektorat Kabupaten

Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan operasional pada seluruh jenjang organisasi

Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggungjawab Inspektorat

Pemerintah Daerah yang menyeluruh dalam rangka penerapan

Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

a. Memastikan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan
jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan
dan jenis layanan Pemerintah Daerah.

b. Penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan
kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko.

c. Penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan
kepatuhan prosedur manajemen Risiko dan Penetapan Limit
Risiko.

d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisiahan fungsi yang jelas.

e. Merekomendasikan struktur organisasi yang menggambarkan
secara jelas kegiatan Pemerintah Daerah.

f. Memastikan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang
akurat dan tepat waktu.

g. Memastikan kecukupan prosedur untuk memastikan
kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-
undangan.

h. Melakukan dokumentasi secara lengkap dan memadai

i. Melakukan verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian
intern terkait pengelolaan Risiko.

Tanggung jawab lainnya Inspektorat Kabupaten:

1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko
di Pemerintah Daerah.

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah.

3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan

4. Kegiatan Inspektorat Kabupaten Merangin terkait dengan

manajemen risiko Pemerintah Daerah:
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Penilaian

(assessment)

atas

Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah.

maturitas

b. Melakukan audit atas Penerapan Manajemen Risiko pada

seluruh Unit Pemilik Risiko di Pemerintah Daerah

c. Melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pengawasan

dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan

Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah

atau Pejabat yang menangani fungsi pengawasan intern.

Akuntabilitas Penerapan Pengelolaan Risiko

Tugas dan tanggungjawab dari setiap pemangku kepentingan terkait

pengelolaan risiko diatur dalam matrik RACI sebagai berikut:

Tahapan Ketua Koordinator/ | Unit Komite Inspektur | Unit
Unit Pengelola Kepatuhan | Manajemen Pemilik
Pemilik | Risiko (Asisten Risiko Risiko
Risiko | Pemda Sekda) (Bappeda) SKPD
Pemda | (Sekretaris (Kepala
(Kepala | Daerah) OPD)
Daerah)

Komitmen A

Kebijakan A R R C I

dan Rencana

Kerja

Penerapan A R I C R

Pemantaua A R I I R A

dan

Peninjauan

(Reviu)

Perbaikan A I R R R A

Berkelanjutan

Komunikasi A R R R I A

dan

Konsultasi

Penetapan C R R I I A

Konteks

Identifikasi C R R I I A

Risiko

Analisis C R R I I A

Risiko

Evaluasi C R R C I A

Risiko
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Penanganan C R R C I

Risiko

Pemantauan C R R C A
Keterangan:

1. R = Responsible (Pihak yang bertugas terhadap tahapan manajemen
risiko)

2. A = Accountable (Pihak yang bertanggungjawab terhadap tahapan
manajemen risiko)

3. C = Consulted (Pihak yang memfasilitasi/dimintai saran dan
pendapat)

4. 1 = Informed (Pihak yang diinformasikan)

Masing-masing entitas dan/atau fungsi tersebut memiliki kewenangan

dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Deputi

Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Nomor 4 tahun 2019.

BAB IV PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki prosedur dan proses untuk
menerapkan kebijakan manajemen risiko. Prosedur dan proses tersebut
dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang akan direview dan
dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.
Proses manajemen risiko adalah rangkaian aktivitas berkelanjutan yang
ditujukan bagi pengendalian dan penanganan risiko agar sesuai dengan
tingkat risiko yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Proses
manajemen risiko meliputi:

Komunikasi dan Konsultasi.

Penetapan konteks.

Identifikasi risiko

Analisis risiko.

Evaluasi risiko.

Penanganan risiko.

No gk b=

Pemantauan dan peninjauan.

A. Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi adalah sebuah proses berulang dan
berkelanjutan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan

Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memahami aktivitas yang




-26 -

dilaksanakan dalam penerapan pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah,
termasuk di dalamnya fungsi, peran, kewenangan, tugas, dan
tanggungjawab yang diemban masing-masing pihak dalam pelaksanaan
proses pengelolaan risiko.

Arah komunikasi di Pemerintah Kabupaten Merangin menghubungkan
antara pemilik risiko, Koordinator Pengelola Risiko, Pejabat Unit
Kepatuhan, Inspektur, Komite Manajemen Risiko, dan Bupati.

Profil risiko di OPD/SKPD akan diagregasikan oleh Koordinator Pengelola
Risiko di Kantor OPD/SKPD. Koordinator Pengelola Risiko di Pemerintah
Kabupaten Merangin akan melakukan koordinasi dan agregasi atas
laporan profil risiko seluruh OPD/SKPD sehingga menghasilkan profil
risiko Pemerintah Kabupaten Merangin terintegrasi untuk dilaporkan
kepada Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko akan
menggunakan laporan tersebut sebagai masukan pembuatan
perencanaan Pemerintah Kabupaten Merangin yang berbasis manajemen

risiko yang kemudian akan dilaporkan ke Bupati Merangin.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan

sebagai berikut :

b 4 lde ntiﬁic;lr:: ﬂ;eelr_'rrl:!.hun L.i.rue__kl..:n[.;::lr' .- -- *
= Pengendalian Intern (L)
P
@ | penilaian Risiko (2)
ﬁ [+ r ——
S T | Penetapan Konteks/Tujuan 1 %
e m
2 | i T I =
L e Identifikasi Risiko 3 -
3 - B
ﬁ e _-"..-..- T T I:'ul-l_
=i . Analisis Risiko i
g e P

- Kegiatan Pengendalian (3) } -

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai
berikut :
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat

disajikan sebagai berikut :
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Tijuan T Mengisanttkasl welerncnan- balernaban - dakem setam sub snsue lIngkungon
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unsur ingkungon gangandaiaon ntern yang manmsariukan parbakan

Foiaksana Rinak Teckalt Tingkat Femdo:
Sekdn selaky Keordakor
= Wit Perniik Fiaike Parmarnah Doargh (Kepala Dosrah goen Kapaks R0y
Exedan idan i)
- FogimEatar

Wik ~ PEry LI N R
= Direviu ) dmuiokbikan seliop tatan pado sool permsunan B S2Eas

Sumber data o - Hened doiurreen, arisis nformasi do rmedio smosso, wiaviarasara il
-Sunsal parsapsl oms Ingkengan pangandaian nternodsngan matoda CFF

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan
melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian
pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan
pengendalian dalam wurusan wajib/pilihan dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

mhaknLEES

Syrves pEs I
. Kajion, rean obos Flggﬂ.‘Eu] gﬁ Mendazarkon
F'QISIF_-'F'JF-I.'II.'II":! kgeclis donm Bukue kordisi lingkurgan _-'.Ep:ldd gk fasd
dan kuesloner Fislansl tendasakan F‘EI‘r’g‘:ﬂT.'ll:‘iﬂl'\- EII'IFIJl:I'l'ID:ITEI'ﬂ'DI'CI
Frasil caudit, kajian, mefalud Conia! yaiu nasil penilaian
b, veassoncarn, ErmwroiTans awnl dannash syl
da lannya Eyeiuction (CLE}

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
1) Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian

urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja,
dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/
pilihan oleh Inspektorat;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/

pilihan Pemerintah Daerah;
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d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain
yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian
dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana

form 1).

[lustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut :

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengizi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk
keperluan internal dan dimaksudkan untuk melibat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi
Bapak/lbu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/lbu mengisinya dengan benar
dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/lbu dan rekapitulasi
kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak,/|bu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini?
L [ Pejgbat Struktural
2. [] Pejabat Fungsional Tertentu

3. [] Pejabat Fungsional Unumn,/Staf
C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotak pilingn jawaban.

2. Bapak/lbu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir
kuesioner ini.

3. Apabila terdapat permyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

ND. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

L. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A. | Pengembangan Integritas dan Nilai Etika

1 | Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas danetika | 1. O Tidak Pernah
pada tingkah laku sehari-hari 2. OlJarang
3. O Sering
4. O 5elalu

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang
harus dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili dari
berbagai bidang dan saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar-
benarnya pemahaman responden atas pertanyaan tersebut, sehingga
hasil rekapitulasi menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya untuk

dilakukan perbaikan.
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Form 1

CONTOH

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NO.

PERTANYAAN
/KUESIONER

JAWABAN RESPONDEN (R)

R1

R2

R
S

R
4

RS

R6

Modus

SIMPULAN
KUOSIONER
CEE

b

(&

d

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

MEMADAI

r—l?ﬂ)

Pegawai mendapatkan
pesan integritas & nilai
etika secara rutin dari
pimpinan instansi
(Misalnya keteladanan,
pesan moral dll)

2

4

3

3

3

Memadai

Pemda telah memiliki
aturan perilaku
(misalnya kode etik,
pakta integritas, dan
aturan perilaku pegawai)
yang telah
dikomunikasikan kepada
seluruh pegawai

Memadai

Telah terdapat fungsi
khusus di dalam instansi
yang melayani
pengaduan masyarakat
atas pelanggaran aturan
perilaku/kode etik

Memadai

Pelanggaran aturan
perilaku/kode etik telah
ditindaklanjuti

sesuai ketentuan yang
berlaku

Memadai

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

MEMADAI

Standar kompetensi
setiap pegawai/posisi
jabatan telah ditentukan

3

4

2

Memadai

Pegawai yang kompeten
telah secara tepat
mengisi posisi/jabatan

Memadai

Pemda telah memiliki
dan menerapkan strategi
peningkatan kompetensi
pegawai

Memadai

Terdapat pelatihan
terkait pengelolaan
risiko, baik pelatihan
khusus maupun
pelatihan terintegrasi
secara berkala.

Memadai

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

KURANG
MEMADAI
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Pimpinan telah
menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang
memberikan kejelasan
arah pengelolaan risiko

Kurang
Memadai

Pimpinan menerapkan
pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan

Memadai

Pimpinan membangun
komunikasi yang baik
dengan anggota
organisasi untuk berani
mengungkapkan risiko
dan secara terbuka
menerima/menggali
pelaporan
risiko/masalah

Memadai

Gaya pimpinan dapat
mendorong pegawai
untuk meningkatkan
kinerja

Memadai

Pimpinan menetapkan

Sasaran strategis yang

selaras dengan visi dan
misi Pemda

Memadai

Rencana/sasaran
strategis pemda telah
dijabarkan ke dalam
sasaran OPD dan tingkat
operasional OPD
(cascading)

Memadai

Rencana strategis dan
rencana kerja pemda
telah menyajikan
informasi mengenai
risiko

Kurang
Memadai

Adanya transparansi dan
ketepatan waktu
pelaporan pelaksanaan
peran dan tanggung
jawab masing-masing
dalam pengelolaan risiko

Memadai

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

YANG TEPAT

MEMADAI

Kriteria pendelegasian
wewenang telah
ditentukan dengan tepat

3

4

3

4 3

2

3

Memadai

Pendelegasian wewenang
dan tanggung jawab
dilaksanakan secara
tepat

Memadai

Kewenangan direviu
secara periodik

Memadai
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PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG KURANG
SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MEMADAI
MANUSIA

Pemda telah memiliki 2 3| 2 3 3| 3| 3
Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang
lengkap (sejak rekrutmen Memadai
sampai

dengan pemberhentian
pegawai)

Rekrutmen, retensi, 2 3 2 3 3 2 3
mutasi, maupun promosi
pemilihan SDM telah
dilakukan dengan baik

Memadai

Insentif pegawai telah 3| 4| 3 1 4| 3| 3
sesuai dengan tanggung Memadai
jawab dan kinerja

Pemda telah 2| 3| 2 2 3| 2| 2
menginternalisasi
budaya sadar risiko

Kurang
Memadai

Adanya pemberian 2 3| 2 2 4| 3| 2
reward dan/atau
punishment atas
pengelolaan risiko
(Misalnya
mempertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan risiko dalam
penilaian kinerja)

Kurang
Memadai

Terdapat evaluasi kinerja | 2 3| 2 2 3| 3| 2
pegawai, dan telah Kurang
dipertimbangkan dalam Memadai
perhitungan penghasilan

Instansi telah 2 3 2 1 3| 2| 2
mengalokasikan
anggaran yang
memadai untuk
pengembangan SDM

Kurang
Memadai

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN MEMADAI
PEMERINTAH YANG EFEKTIF

Inspektorat Daerah 3| 3| 3 4 3| 3| 3
melakukan reviu atas
efisiensi/ efektivitas
pelaksanaan setiap
urusan/program Secara
periodik

Memadai

Inspektorat Daerah 3| 3| 3 3 3| 3| 3
melakukan reviu atas
kepatuhan hukum dan
aturan lainnya

Memadai

Inspektorat Daerah 2| 2 3 3 3| 3| 3
memberikan layanan
fasilitasi penerapan Memadai
pengelolaan risiko dan
penyelenggaraan SPIP




-32-

4 APIP telah melaksanakan| 3| 3| 3 3 3| 3| 3
pengawasan berbasis Memadai
risiko.

S Temuan dan 3| 3| 3 3 3| 3| 3
saran/rekomendasi
pengawasan APIP telah
ditindaklanjuti

Memadai

G HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI MEMADAI
PEMERINTAH TERKAIT

1 Hubungan kerja yang 3| 3| 3§ 3 3| 3| 3
baik dengan
instansi/organisasi lain
yang memiliki
keterkaitan operasional
telah terbangun

Memadai

2 Hubungan kerja yang 3| 3| 3 4 3| 3| 3
baik dengan instansi
yang terkait atas fungsi
pengawasan/pemeriksaa Memadai
n (inspektorat, BPKP,
dan BPK) telah
terbangun

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban
responden

Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum
konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi

masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik
dan dapat ditularkan ke organisasi lain
Misal:
kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang
Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut
telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan

pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"
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b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui
reviu dokumen.
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan
permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan
dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada
langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan
untuk menilai kelemahan kondisilingkungan pengendalian intern
pada pemerintah daerah secara umum yaitu:
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.
Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan
lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah. [lustrasi
dapat disajikan sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten XYZ

Tahun Penilaian 2020

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No. Sumber Data Uraian Kelemahan Klasifikasi
a b C d
1 | Media Massa Banyak terjadi | Penegakan
pencopotan/ mutasi | integritas dan
pejabat daerah karena | nilai etika
tersangkut kasus hukum | Komitmen
terhadap
Pegawai belum kompetens
ditempatkan
sesuai dengan
kompetensi
dan Pengalaman
2 | LHP BPK Pemerintah Kabupaten Penyusunan
No. Xxx tanggal | XYZ dan penerapan
xxx tentang Hasil | belum memiliki strategi | kebiajakan
Pemeriksaan dalam pemenuhan dan yang
BPK atas pendistribusian SDM sehat tentang
Efektifitas kesehatan di Puskesmas | pembinaan
Pengelolaan SDM
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Sumber Daya Kualifikasi dan | Komitmen
Kesehatan JKN kompetensi Dokter | terhadap
serta tenaga kesehatan | kompetensi
di RSUD Kabupaten XYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan standar
pelayanan minimal
Pemenuhan tenaga Penyusunan
kesehatan di RSUD dan
Kabupaten XYZ belum penerapan
memperhatikan tingkat | kebiajakan
kebutuhan dalam yang
pemberian pelayanan sehat tentang
kesehatan pembinaan
SDM
SK Inspektur Inspektorat belum Peran APIP
No. Xxx tanggal | melakukan audit yang
XXX tentang kinerja atas efektif
PKPT Inspektorat | penyelenggaraan
urusan kesehatan
dalam tingkat strategis
LHP BPK Pelayanan pasien BPJS Kepemimpinan
No. Xxx di Kabupaten XYZ yang
tanggal xxx belum kondusif
tentang Hasil optimal dan terdapat
Pemeriksaan regulasi Dinas
atas Kinerja Kesehatan Kabupaten
Penyelenggaraan | XYZ
JKN tidak berjalan
sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan
mengenai praktek
Dokter

Klasifikasi permasalahan  menggunakan sub  unsur Lingkungan
Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.
c. Survei terhadap Ilingkungan pengendalian melalui Control

Environtment Evaluation (CEE).
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai
terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan
Wajib/Pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan

metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian
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mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang
diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.
Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau
diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden
terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern
pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta
FGD Pemerintah Kabupaten XYZ yaitu memadai atau kurang memadai.
Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan
dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan lingkungan
pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun
prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.
d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian
urusan wajib/pilihan.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada
pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat
disajikan sebagai Form 2.
Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila
diperlukan, wuntuk mengklarifikasi informasi yang kurang
jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian
adalah sebagai berikut:
1) Penegakan integritas dan nilai etika
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena
tersangkut kasus hukum.
2) Komitmen terhadap kompetensi
a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan
pengalaman.
b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di
RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang

memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
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b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum
menyajikan informasi mengenai risiko.

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan
sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

SDM

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko.

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas
pengelolaan risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan
kesehatan.

Perwujudan peran APIP yang efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan
tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa
Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas
audit kinerja pada Dinas Kesehatan.
Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik,
sedapat mungkin Bupati/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam
pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas
kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi
dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan
pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu

pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE)
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Form 2

Contoh

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda

: Pemerintah Daerah XYZ

Tahun Penilaian : 2020
No. Sub unsur Flasﬂ Reviu Dok1.1men H.as11 Survei PersePs1 Simpulan S
Hasil Uraian Hasil Uraian
a b c d E f g h
1 Penegakan Kurang | Banyak terjadi Memadai Kurang | Banyak terjadi
integritas dan | Memadai | pencopotan/mutasi Memadai | pencopotan/ mutasi
nilai etika pejabat daerah karena pejabat daerah karena
tersangkut kasus tersangkut kasus
hukum hukum
2 Komitmen Kurang | 1. Pegawai belum Memadai Kurang | 1. Pegawai belum
terhadap Memadai | ditempatkan sesuai Memadai | ditempatkan sesuai
kompetensi dengan kompetensi dengan kompetensi dan

dan pengalaman

2. Kualifikasi dan
kompetensi Dokter
serta tenaga kesehatan
di RSUD Kabupaten
XYZ belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian pelayanan
kesehatan di Era JKN

pengalaman.

2. Kualifikasi dan
kompetensi Dokter serta
tenaga kesehatan di
RSUD Kabupaten XYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian pelayanan
Kesehatan di Era JKN
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Kepemimpinan | Kurang | 1. Pelayanan pasien Kurang Pimpinan belum Kurang | 1. Pimpinan belum
yang kondusif | Memadai | BPJS di Kabupaten Memadai menetapkan Memadai | menetapkan kebijakan
XYZ belum optimal dan kebijakan pengelolaan risiko yang
terdapat regulasi Dinas pengelolaan risiko memberikan kejelasan
Kesehatan Kabupaten yang arah pengelolaan risiko
XYZ tidak berjalan memberikan
sebagaimana mestinya kejelasan arah 2. Rencana Strategis dan
yaitu ketentuan pengelolaan Risiko Rencana Kerja
Rencana Stategis Pemerintah Daerah
2. Puskesmas belum dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sepenuhnya Pemerintah Daerah belum menyajikan
menyediakan seluruh belum menyajikan informasi mengenai
kebutuhan farmasi informasi mengenai risiko
untuk mendukung risiko
pelayanan kesehatan 3. Pelayanan pasien
secara memadai BPJS di Kab. XYZ belum
optimal dan terdapat
regulasi Dinas
Kesehatan Kabupaten
XYZ tidak berjalan
sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan
mengenai praktek
Dokter.
Struktur - - Memadai - Memadai | -
organisasi
sesuai
kebutuhan
Pendelegasian - - Memadai - Memadai | -
wewenang dan
tanggung

jawab yang
tepat




Penyusunan
dan Penerapan
Kebijakan
yang

Sehat tentang
Pembinaan
SDM

Kurang
Memadai

1. Pemerintah
Kabupaten XYZ belum
memiliki

strategi dalam
pemenuhan dan
pendistribusian SDM
kesehatan di
Puskesmas

2. Pemenuhan tenaga
kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum
memperhatikan tingkat
kebutuhan dalam
pemberian pelayanan
kesehatan
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Kurang
Memadai

1. Pemerintah
Daerah belum
menginternalisasi
budaya sadar risiko

2. Belum terdapat
pemberian

reward dan/atau
punishment

atas pengelolaan
risiko (Misalnya
mempertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan

risiko dalam
penilaian kinerja)

3. Evaluasi kinerja
pegawai

belum
dipertimbangkan
dalam perhitungan
penghasilan
pertanggungjawaban
anggaran
pengembangan SDM
belum

memadai

Kurang
Memadai

1. Pemerintah Daerah
belum menginternalisasi
budaya sadar risiko

2. Belum terdapat
pemberian reward
dan/atau punishment
atas pengelolaan risiko
(Misalnya
mempertimbangkan
pertanggungjawaban
pengelolaan risiko dalam
penilaian kinerja)

3. Evaluasi kinerja
pegawai belum
dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan

4. Anggaran
pengembangan SDM
belum memadai

S. Pemerintah
Kabupaten XYZ belum
memiliki strategi dalam
pemenuhan dan
pendistribusian SDM
Kesehatan di Puskesmas

6. Pemenuhan tenaga
kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum
memperhatikan tingkat
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kebutuhan dalam
pemberian pelayanan

kesehatan
7 Perwujudan Kurang | Inspektorat belum Memadai - Kurang | Inspektorat belum
peran APIP Memadai | melakukan audit Memadai | melakukan audit kinerja
yang efektif kinerja atas atas
penyelenggaraan penyelenggaraan urusan
urusan kesehatan kesehatan dalam tingkat
dalam tingkat strategis strategis
8 Hubungan - - Memadai - Memadai | -
Kerja yang
Baik dengan
Instansi
Pemerintah
Terkait
Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi
bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut:

Tupuan : = Menetopkon kontakstujuan dan seeoailin tojuan yang akon dilokukon
priaion fisiko
- Malaxukan dentitizas) s ko dan analisis nEio
- Menatopkon risiko-rigika pang okan ditangani lebis kanjut {diborgun
RTP=-rvyi)

Kelinran i - Doftar l‘l.si_mn.l'sl:l:-un:ln strotegls Pemerintoh Dasrah wntuk tiop-fop urusan

dan indikater knaranya

- Daftar tujuan/ sosaron strotegis (Entitas | COFD

- Dottar tujuan keglaton utanna CPDuntuk tiap-tiop uruscsn don ind@atar
kelucranryo :

- Kartas Esra idendtikas Risiko {Dattar Riske) Uruson WallbPilihan Strotegls
Paemierintoh Dagrak

- Kartos Keqa identfikasi Risiko [Doftar Risike) Uruson Wajib/Filihon Strotegls
(Entitaz) OFD :

- Kertos Kerd idantifikosi Risiko [Daftar Risike) Urason Wajib/'Pilihon
Cperasiondl 0FD

- Kertos Koga Hasil anolisis Risiko Urasan wiajib/Filihan Strotegis Pemarintah
Dasrah, Strotegls fEntitos) OFD, don Cperasional OPD

= Kortos Kerga Daftar Risike Piceftas Lrusan Wajib dor Biliban Sieategis
Femerintoh Daorar, Stroteges (Entitos) OP0, dan Cperoskonol OFD

PefaksanaPitiak Terkal - Strategis Pemerintah Daerah
~Sakdo seloky Koordingtor
-PR Pemda [Kepala Baerah don Sepala GRDISKPD)
—Fessiftabor
Strategis [Entitas) OPD
-Spkda seloku Koordinator
-UPR Tingkat £5.1 1 2 {Kepala GPD/SKPD dan Kobeg/ Kaksd GRD
-Fesiltator
Oparasondl OPD
-kErpala P
=Lt Prarnilily fisiko Tingkot Ee 3 d ORDFaglitator

okt Strategis Pemerintoh Doeroh
~Panyusunan BRJMD
- Girenviu] dimutaksirkan setiap tmhun poda saok pamesunon KUA PRAS
strategis (Entitas) oPD
= Pada goal pemyssunan Renstio G0
-Birgiuy dirmutokhirkon setiop tahun poda 500t pemusunan REA-CFD
Cipana s ondl OPD i : '
Fodo soat panyusunan BEA-QPD

Surmbee dota ubarmo s CEAfESD

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan

sebagai berikut:

Lo ER L LRET=1=]g)]

2 Iedsarsbifilkzcami rimikes
Fan ek T e

g cacrlcle it - Folarlcaboabcart carsalisis

i hAsries beapscar i FIrR

[ ] e A ] LAf L aie
WA ] =akarn

L [ R D L] e D]

PR S R T T TR R B b | =

il Fdmrmoenlliciarl rielio

Al bAs e el s
(e R T ) P ]
peariE eacdon ol
P D Ul W TR W ] e i

[ BRI AT EL T T
rmmillsbam rielkee

A resm s
IRezoear s Frricdeake
FPangencinalian RTR
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1) Penetapan Konteks

Masing-masing unit organisasi disediakan kertas kerja penetapan
konteks yang merupakan awal dari penetapan profil risiko. Dalam tahap
ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah
Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat
operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan
penilaian risikonya. Konteks yang telah didefinisikan akan membantu
tidak hanya Koordinator Pengelola Risiko yang akan mengawasi kualitas
dari profil risiko, namun juga membantu kejelasan ketika disusun
rencana kerja dan dilakukan audit berbasis risiko terhadap masing-
masing bagian di Pemerintah Kabupaten Merangin.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk
memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi
yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah
adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis
Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan
yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan

Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi)

dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut

it m m m
1

PIMEESTAS | HPIRILE | Teejuan & Szearmn It e | Fovrelaian Fisies
e e L Sirabagis ¥ Banarasi Stratmghe | Saialdgie Lhriian
| Pemaretah Dacrg® Pt i Lathi D st | W T dn pada
| Petnarrilah Darah
it ACRATIA S L, 2 5, Tuwes & Sansran | | Indilcybor Kneda Prribsisn B
H | | St dtiwe [EnCLas] OFD | Fararan Sieaheps /| stezmepis | Emticys | OPD
=7, 1 L, 2.3, 06 | et} 0P Y, 2,3, L2 3.0=
D
o ol e R REASK FD | Fume K Sandran | indilkanor Kanergs Pendaom Raikn
OPD L T 3 Dt Opardskorial Ergiatan OPD T, 2, Opersional OFD 1
|Kgganany DFO L 2 B Dt 3.3 Di
3 Dva

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko
didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan
tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak
permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak
untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan
yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang

tercantum dalam RPJMN.
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Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti
bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan
pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan

lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Formulir 3 merupakan kertas kerja penetapan konteks yang
memfasilitasi penetapan konteks. Pengisian formulir FMRO1 dilakukan
setiap tahun atau jika terjadi perubahan konteks internal atau konteks
eksternal yang Dberpengaruh terhadap operasional Pemerintah
Kabupaten Merangin. Pemilik Risiko masing-masing Satker/SKPD
memegang tanggungjawab pengisian form 3.

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan

sebagai berikut:

Tujuan ¢ Mempersieh informasi tujuani sasaron strategls Peenerintah Dasrah urbu
tlog-tiap uruson dan indikator kineqoenea

Kaluaren ! - Doftartujuan/sasaron stratagls pamarintah doarch
dan indikatar kinerjanmx
- Ddtar Unisan Wl Plihan dan OPD yang Terkalt

FElﬂHEEH"Iﬂ|IF'||'II:IH Tarkait = Gakdn seiaky Koondinator
- Unit I_*c_:milil: Risko Fomenrdat Dooroh [Hcpﬂln Cagrahdon Kepolo
DPDYEKPD)
- Fasilitator

- Fanetoponkontaks dioksaonokon pado sook penyusunon BP0
Wik . = Direid dimutokhirkan satiop tehun poda S0t penyusonan KUAPRAS

BRIk
Sumbst Gatq utarma

Pengisian formulir 3 merupakan tanggungjawab dari setiap Pemilik

Risiko. Cara untuk melakukan pengisian adalah:

1. Koordinator Pengelola Risiko bekerjasama dengan Unit Kepatuhan
menentukan terlebih dahulu Program Kerja, dan proses Bisinis yang
dilakukan oleh setiap OPD/SKPD.

2. Pemilik risiko perlu melakukan pengisian terhadap tabel yang ada di
dalam formulir.

3. Pada kolom sumber daya, Pemilik Risiko perlu menjelaskan
kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki saat ini (as it is)

4. Kolom temuan dan rekomendasi audit dari APIP/BPK RI perlu untuk
diisi oleh masing-masing bagian sehingga memberikan bukti dan
validasi terhadap analisis risiko yang dilakukan oleh setiap Pemilik

Risiko.
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Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya
dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD.
Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah
daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati
atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi
prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan
dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5
Tahunan”.

Sebagai contoh, berdasarkan “Dokumen Arahan dan Kebijakan

Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah Kabupaten XYZ menetapkan

Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk 3

tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan

tujuan 1 dari misi 3. Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan

strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah:

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati, dan
Kepala  Perangkat Daerah (pejabat eselon 2) yang memiliki
keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1,

antara lain pada :

a) Dinas Kesehatan;

b) RSUD Kabupaten XYZ;

c) Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB);

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam CSA/FGD,

walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon 3 dari Perangkat

Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.

(2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah
dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko,
Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. Langkah penetapan
konteks/tujuan  strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
(a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait

perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
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(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait
tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam
RPJMD;

(c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas
pembangunan atau  program = unggulan terkait dengan
tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan
RPJMD;

(d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah
yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai

kebutuhan;

Penetapan Konteks/Tujuan Sterategis Tingkat Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
disajikan sebagai berikut:
Tujuan : Marmnperoieh informost ujuon [2osaran strategls (Ertitas) 0FD yang terkad
uriuk tap-tiop urusan don indkator kinerjanypa

Kelugron :  Dattor tuuon/sosaran stratagis {Entitas) OPD yong terkalt untuk tiop-tiep
urisan-gan indikator Enenanya

- Sekda selaku Kooedinatar
PelaksanaPihak Takait © - Unit Pernilk Rizike Tingkat Esean | don 2 (Kepala OPDJSKPD dan kabag Ka
bid 0RO
- Foskitatar

ki i = Poda soat penyusunan Renstra OPD
- Direniu/dimutakhirian setiop tahun poda saat penyusunan RXA-ORD

Sumber data wama T Renstra OFD

Form 3
CONTOH PENERAPAN

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023
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Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintahan

Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat
Tujuan 2.1 Meningkatnya

kualitas transportasi

RPJMD Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi

dan informasi

Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan
dalam pembangunan

Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan konteks [Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan

Risiko Strategis masyarakat

Pemerintah Daerah

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten XYZ

Nama Dinas

Terkait

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu
anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat
Sasaran RPJMD Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di
Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran

serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6

Meningkatnya kesehatan reproduksi
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IKU Sasaran

Usia Harapan Hidup

RP.JMD
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan

Prioritas Anak

pembangunan dan

program unggulan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Program Standarisasi Pelayanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran,
IKU yang akan

Dilakukan

penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan

Masyarakat

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang
diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan
tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan
Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan
tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). Langkah  penetapan
konteks/tujuan  strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap
urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta
data terkait lainnya;

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah
yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai

kebutuhan;
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(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4
Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah juga
dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD Kabupaten
XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemerintah
Daerah)

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah

disajikan sebagai berikut:

Tuguan ;  Memperobeh infomos! progrom, kegabon utoma, fujuen kegiaton, don
incEbater keloran unfuk Sop-tiap Ueuson wajin/ plikcn yong dicelolo cish
Srtiap OFD,

Kiduaron ¢ - Daftar tupsan kigeotan utamma OPD untuk bop-tiap urusan dan indiater

knduaranmya

Pedoksona/Fihak Teekall @ - Kepala 09D
= Lnit Pernilik Risieo Tengioat Eselon 3.4
= Fositolof

waoktu ¢ | Podo s0at pamyusunagn RGA-0FD

Sumber dota Woma :  FRenjo

sumber Do lalkn :  DPADPD, REPD
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Form 4

Contoh Penerapan

Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah pada

Dinas Kesehatan

Nama Pemerintah

: Pemerintah Kabupaten XYZ

Periode yang dinilai : Tahun 2020

Urusan Pemerintahan :  Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Peran Perangkat Daerah :  Perangkat Daerah Koordinator

Sumber Data

Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Tujuan Strategis

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Strategis

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan

Reproduksi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar

Rujukan.
IKU Renstra IKU 2023
Perangkat Daerah| |Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 57
100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 3,2
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 3,6
Kelahiran Hidup
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 100

Tenaga Kesehatan yang memiliki

Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum
Ada
IKU Lansia Belum
Ada
IKU Gizi Belum
Ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum

Ada
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Informasi lain -

Tujuan Strategis:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan, Sasaran Strategis:

Sasaran, IKU Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan

yang akan [Reproduksi

dilakukan
penilaian IKU Strategis:
risiko - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000

Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran
Hidup"

Dst

Kabupaten XYZ, ...... September
2020

Kepala Dinas Kesehatan

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan
oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang
diampunya. Penetapan  tujuan/ konteks operasional Perangkat

Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat
Daerah, serta data terkait lainnya;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan
tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih
sebelumnya;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan
penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan

utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian
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program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala

daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

(4) Menuangkan hasil identifikasi.

Sebagai

ilustrasi,

terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib

Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan operasional Perangkat

Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah

Tahun Penilaian

Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan

Kesehatan

: 2020

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan

: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Sumber Data

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020

Tujuan Strategis

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan
(Renja 2019) dan

Kegiatan Utama

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan

Keluaran/Hasil

Kegiatan

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455
ibu
hamil
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang
peserta
3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko
tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan
Pasca salin dengan pelayanan darah peserta
pada sektor eksternal
4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 20 orang
Kesehatan Peduli Remaja peserta
5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 20 orang
lanjutan 1 K1 peserta

Informasi Lain

Kegiatan, dan
Indicator

keluaran yang

akan dilakukan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan

anak
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Penilaian

risiko

Kabupaten XYZ, ... September 2020

Kepala Dinas Kesehatan

2) Identifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang
diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian
tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah
pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada
tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan
atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko,
sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
(controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh

pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai

berikut:

1. Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas
peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda,
menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan
organisasi. Kejadian risiko dapat berupa:

a. Sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian,
pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan; atau

b. Sesuatu yang diharapkan namun tidak terwujud yaitu kesempatan
yang tidak dapat dimanfaatkan.

Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi (lawan)

dari sasaran/tujuan organisasi.

2. Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan
dirasakan setelah risiko terjadi.

3. Identifikasi risiko dilakukan terhadap unit pemilik risiko baik level

pemerintah daerah maupun SKPD serta unit kerja eselon III dan IV.
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Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1)

2)

Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan
pemerintahan/ program/kegiatan/urusan,;

Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan
menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan
wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan

CSA/FGD.

(1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis

pemerintah daerah:

a. Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung

jawab kepala daerah/tingkat pemda (misal: peraturan/monitoring

dan lain-lain)

b. Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung

jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala

daerah.

c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi
yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah
untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD

terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala

daerah atau pemantauan oleh kepala daerah.

d. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktorfaktor di

luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat mengganggu

pencapaian tujuan strategis pemda.

e. Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang
dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan

strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/

tindakan oleh kepala daerah.

f. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang

menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga

diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.

g. Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.
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(2) Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk
mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis pemda.
contoh Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ telah menetapkan
konteks/tujuan strategis (entitas) OPD Urusan Wajib Kesehatan yang
akan dilakukan penilaian risiko. Tujuan/sasaran strategis Dinas
Kesehatan yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan
Wajib Kesehatan: Tujuan strategis “Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat” dan Sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan Ibu,

[4

Bayi, Anak dan Reproduksi “. Selanjutnya berdasarkan CSA, telah
teridentifikasi Risiko Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan: a)
Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak dilakukan
pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) b) Kualitas pelayanan
APN tidak sesuai SPM Kesehatan c¢) Sarana pendukung ANC kurang

memadai; d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

(3) Risiko Operasional Unit Kerja
Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
kegiatan OPD. Dalam Tabel 3.8 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan
Kabupaten XYZ telah menetapkan konteks/tujuan operasional OPD
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan
dilakukan penilaian risiko. Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan
dilakukan penilaian risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan: “Jaminan Persalinan (DAK non fisik)”. Tujuan
Kegiatan tersebut adalah:
“Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak”. Selanjutnya
berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas
Kesehatan: 1. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 2.
Pengadministrasian tidak tepat waktu; 3. Laporan Realisasi Keuangan
Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan,
yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi 4. Kegagalan
mengidentifikasi permasalahan.
Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:
1. Setelah disetujuinya Dokumen Renstra dan RKA/DPA, Pengelola
Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap

sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun
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dengan mempertimbangkan tahapan program/kegiatan atau
SOP dan uraian jabatan yang ada.

Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan penetapan
konteks sebagaimana form 3 dan Form 4 di atas.

Area Risiko adalah area yang memiliki risiko sesuai Identifikasi
Risiko dilakukan dengan area risiko sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Kompetensi SDM

Teknologi Informasi

Kebijakan dan Prosedur

Sumber Daya dan Sarana

Sistem Pelaporan

Internal

Eksternal

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko

adalah Failure Mode Effect Analysis atau pendekatan system melalui

pembentukan tim untuk melakukan itu, yang menerapkan metode

table untuk membantu proses pemikiran untuk mengidentifikasi

kegagalan potensial dan efeknya. Proses identifikasi menggunakan

Formulir form 6 dan lampiran FRM 6A.

Secara umum, FMEA mengidentifikasi tiga hal yaitu:

1. Meninjau dan menganalisis peta proses bisnis atau bagan alur (flow

chart) yang ada.

Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain output

program/kegiatan dan proses.

3. Efek dari kegagalan.

Tingkat pengaruh kegagalan terhadap fungsi pemerintah

daerah/OPD/unit kerja.

Desain dan proses operasional

Aturan penulisan pembuatan FMEA adalah:

a.
b.

C.

Nomor Dokumen

Tentukan APC dan Program Kerja yang sudah ditentukan.
Tentukan peristiwa risiko

Tentukan fungsi yang mengalami/akuntabel dari peristiwa
risiko tersebut.

Tentukan jenis risiko sesuai dengan jenis risiko yang diatur

dalam ketentuan yang berlaku (jika ada).
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Tentukan penyebab dari peristiwa risiko.
Tentukan gejala/akibat yang timbul akibat peristiwa
risiko/dampak dari peristiwa risiko.

Tentukan aktivitas control yang sudah tersedia (existing control)

Masing-masing area risiko tersebut tidak dilepaskan dari kategori

risiko sebagai berikut:

No

Kategori Definisi

1

Risiko Risiko yang berkaitan dengan potensi
Bencana bencana yang menimpa gedung/bangunan,
jaringan instalasi produksi dan distribusi.

Risiko Risiko yang berkaitan dengan perumusan
Kebijakan dan penetapan kebijakan internal maupun
eksternal Pemerintah Daerah.

Risiko Fraud Risiko yang berkaitan dengan perbuatan
yang mengandung unsur kesengajaan, niat,
menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
penipuan, penyembunyian atau
penggelapan, dan penyalahgunaan
kepercayaan yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan secara tidak sah
yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa,
dan tidak membayar jasa, yang dilakukan
oleh satu individu atau lebih di lingkungan
Pemerintah Daerah atau unit kerja.

Risiko Risiko yang berkaitan dengan
Kepatuhan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atau
unit kerja terhadap peraturan perundang-
undangan, kesepakatan internasional, atau
ketentuan lain yang berlaku.

Risiko Risiko yang Dberkaitan dengan tidak
Operasional berfungsinya proses bisnis Pemerintah
Daerah, sistem informasi, atau keselamatan
kerja individu

Aturan penulisan risiko dijabarkan sebagai berikut:

1.

Gunakan kata benda dan bukan kalimat netral ber-awalan ke-an

atau berpola subjek predikat (SP) contoh:

a. Jadwal pemesanan hilang.

b. Keterlambatan pemesanan barang.

c. Terlambat pemesanan barang.

Definisikan dalam kalimat jelas dan spesifik (usahakan tidak lebih

dari 10 kata)

Jadwal pemesanan barang kepada vendor hilang

Usahakan dapat dipahami oleh orang-orang dengan latar belakang
berbeda.
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4. Hindari istilah teknis/jargon (atau sertakan dengan penjelasan

penting)

Hindari singkatan (atau sertakan form/penjelasan tambahan yang
lengkap).

Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga

disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko,
penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan tidak dapat dikendalikan

(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima

(controllable) atau

dampak risiko dengan menggunakan form 6 dan lampiran FRM 6A.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko,
jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor
urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah

sebagai berikut:

Entitas/ Nomor urut
Tahun Perangkat risiko di
) Pelaksanaan ) Daerah yang Entitas/

Tingkat o .. Jenis Kode

Penilaian Risiko Menilai Perangkat
Daerah
RSO 2020 00 05 01 RS0.20.00.05.01

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat

Daerah

20 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020

00 = Kode wurusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis
Perangkat Daerah dan  Operasional) atau tujuan
strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko
strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah
yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan
Operasional)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana

form 5
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Form 5

Contoh Kode Risiko

Tahun Entitas/ Nomor
Pelaksanaan Perang kat urut di
Tingkat Penilaian Jenis Daerah Entitas/ Kode
Risiko Risiko Risiko yang Perangkat
Menilai Daerah

RSP 2020 01 01 01 RSP.20.01.01.0
RSO 2020 02 05 01
ROO 2020 03 25 01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemerintah Daerah

RSO Strategis Perangkat Daerah

ROO Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2

angka sebagai berikut:

01
02
03
04
05

06

07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17

Pendidikan

Kesehatan

PU dan Tata Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Sosial

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan desa
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Perhubungan

Komunikasi dan informatika

KUKM

21 Persandian

22 Kebudayaan

23 Perpustakaan

24 Kearsipan

25 Kelautan dan perikanan

26 Pariwisata

27 Pertanian

28 Kehutanan/Perkebunan

29 Energi dan sumber daya mineral

30 Perdagangan

31 Perindustrian

32 Transmigrasi

33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi

Administratif
34 Administrasi Kesekretariatan DPRD

35 Pembinaan dan Pengawasan

36 Perencanaan pembangunan, litbang

37 Keuangan dan Pendapatan

38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM
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18 Penanaman Modal 39 Bencana
19 Kepemudaan dan olah raga 40 Politik
20  Statistik 99 Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01
02
03

04

05
06
07
08
09
10
11
12

13

14
15
16
17

Pemerintah Daerah 18 Dinas Perhubungan

Sekretariat Daerah 19 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretariat DPRD 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil
Menengah

Inspektorat Daerah 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu

Dinas Pendidikan Satu Pintu

Dinas Kesehatan 22 Dinas Pariwisata

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 24 Dinas Perindustrian

Satuan Polisi Pamong Praja 25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Dinas Sosial 26 Dinas Pertanian

Dinas Ketenagakerjaan 27 Dinas Perikanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anak

Dinas Ketahanan Pangan 29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset
Daerah

Dinas Lingkungan Hidup 30 Badan Kepegawaian Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 33 RSUD

Berencana 99 Lainnya

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk
penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan
Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko
strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat
operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/
Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam
CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan

pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kabupaten
XYZ dilakukan sebagai berikut:
1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;



2)

3)
4)
5)
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Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan
ditampilkan pada layar LCD;

Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko,
penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan  (controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) oleh  pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima

dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kabupaten

XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1)

Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam
pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Tujuan /Sasaran
Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pengelolaan
risiko: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko
Strategis Pemerintah Daerah:

a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;

b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang
Kesehatan.

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah

Daerah disajikan pada form 6.
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Form 6

Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Nama Pemda

Nama OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian : 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2024)
N | Tujuan/Sasara Indi::ato Risiko Sebab CéU Dampak
o I Kinerja Uraian K.o.d c Pemilik Uraian Sumber Uraian L R
Risiko Terkena
a b c d e f g h i j k
Tujuan
Strategis
Pemerintah
Daerah 1:
Meningkatkan
derajat
kesehatan

masyarakat
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Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan RSP.20.01. | Kepala Belum Internal 1. Angka Kepala
Meningkatnya Harapan | Perilaku Hidup | 02.01 Daerah tersedianya kejadian Daerah
kualitas Hidup Bersih Sehat Sanitasi Penyakit Tidak | Masyarakat
kesehatan (PHBS) rendah Total Menular (PTM) | Perangkat
masyarakat Berbasis tinggi Daerah
Masyarakat Terkait
(STBM) 2. Angka
(Tidak kejadian
termasuk Penyakit
prioritas Menular tinggi
anggaran)
3. Angka
stunting tinggi
Pelayanan RSP.20.01. | Kepala 1. Sarana Internal - AKI tinggi Kepala
kesehatan 02.01 Daerah prasarana - AKB tinggi Daerah
belum belum - Akaba tinggi | Masyarakat
memenuhi SPM memadai - Peningkatan | Perangkat
Bidang (Puskesmas kasus gizi Daerah
Kesehatan PONED buruk Terkait
tidak - Kasus HIV
tersedia,) meningkat
- Kasus TB
2. Jumlah meningkat
tenaga - Angka
kesehatan kejadian
belum Penyakit Tidak
memadai Menular (PTM)
(Tenaga tinggi
laboratoriu - Angka
m, dokter, kejadian
tenaga Penyakit
kesehatan) Menular tinggi
Angka

stunting tinggi




-63 -

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD /Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa

dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan
risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko,
dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis

Pemerintah Daerah:

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab
Bupati/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ monitoring
dan lain-lain).

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung
jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.

c) Risiko  strategis  Pemerintah Daerah  dapat  berupa potensi
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah
Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis
Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk
peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh Bupati.

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di
luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan
strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan
tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan
penanganan/ tindakan oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut
Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh Bupati.

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis